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PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI

UMUM

Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar
dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara.
Untuk itu anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang
dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat
pertumbuhan dan perkembangan anak adalah pornografi. Dampak
pornografi bagi anak sangat berbahaya, karena pornografi secara
cepat dan kuat menstimulasi keinginan anak untuk menjadi pecandu
seksual. Anak yang telah terkena pengaruh pornografi tidak hanya
menjadikannya sebagai pecandu seksual tetapi juga dapat
menjadikannya sebagai pelaku kekerasan seksual. Kekerasan
seksual tersebut umumnya berobjek pada anak lainnya terutama
pada anak perempuan sebagai korban.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau korban
pornografi umumnya mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan
mental sehingga memerlukan pelayanan untuk memulihkan
kondisinya baik fisik, psikis, mental, spiritual, maupun sosial anak.
Dengan demikian diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang
dengan baik, dapat menjalankan aktivitasnya dan dapat hidup secara
wajar dalam lingkungannya.

Sementara terhadap anak yang menjadi pelaku kekerasan
seksual atau pelaku pornografi perlu juga diberikan pelayanan dalam
memulihkan kondisinya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang
secara wajar dan sehat. Di samping itu dapat dikatakan bahwa anak
yang menjadi pelaku pornografi pada hakekatnya adalah anak yang
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menjadi korban pornografi. Pelayanan yang diberikan kepada anak
pelaku pornografi tersebut dapat berupa pembinaan, pendampingan,
dan pemulihan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan
anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan anak yang menjadi
korban atau pelaku pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi mengamanatkan bahwa pemerintah,
lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga,
dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan,
pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
Kewajiban tersebut hanya dapat terselenggara dengan baik apabila
disertai dengan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan acuan
dalam penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan
terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Agar penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan
pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku
pornografi dilaksanakan secara optimal, maka perlu ada kerja sama
yang baik antar Pemerintah dan pemerintah daerah dengan lembaga
sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau
masyarakat. Kerjasama tersebut diperlukan mengingat anak
memerlukan pelayanan lanjutan yang tidak dapat ditangani oleh satu
lembaga. Untuk itu lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan
kerja sama untuk saling melakukan rujukan. Selain lembaga sosial,
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan fasilitas pelayanan
kesehatan, peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan bagi
anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi untuk memberikan
pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.

Peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan antara lain
meliputi memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan
agama serta bahaya dan dampak pornografi, membangun
komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yang menjadi
korban atau pelaku pornografi, mengawasi pergaulan anak yang
menjadi korban atau pelaku pornografi, mengawasi penggunaan
sarana komunikasi dan sarana informasi yang digunakan oleh anak
yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Keluarga dan
masyarakat berperan pula dalam melaksanakan pendampingan
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antara lain meliputi memberikan dukungan psikologis, memberikan
motivasi agar anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi
dapat mengatasi permasalahannya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan
terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap
lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan, pendampingan,
dan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pengawasan meliputi penilaian terhadap pelaksanaan
norma, standar, prosedur dan kriteria, standar pelayanan minimal,
dan standar operasional prosedur pembinaan, pendampingan, dan
pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku
pornografi.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . ..
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Pasal 8

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang memberikan
pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan” antara
lain Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “petugas pada tempat pelayanan
pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang
menjadi korban atau pelaku pornografi” antara lain pekerja
sosial profesional, tenaga kesehatan, dan relawan sosial.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ketentuan ini dapat
berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, dan
bantuan lainnya.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembinaan melalui sistem panti
dan nonpanti” adalah pembinaan terhadap anak yang
dilakukan dalam institusi panti atau di luar panti seperti di
lingkungan keluarga.

Pasal 14 . ..
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Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “konseling” dalam ketentuan ini
adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga sosial
dalam bentuk wawancara, dimana anak dibantu
memahami dirinya secara lebih baik, agar anak dapat
mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap
berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan
permasalahan yang tepat.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Peningkatan kemampuan dan kemauan dalam ketentuan
ini diberikan dalam bentuk antara lain:
a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. pemberian stimulan;
c. pelatihan keterampilan;
d. peningkatan kepercayaan diri; atau
e. penanaman nilai-nilai etika.

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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